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1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Rl Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan BPOM Nomor
12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas
Obat Dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis

Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomot 14 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014

Tugas Pokok Fungsi

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan
obat dan makanan, yang meliputi pengawasan
atas produk terapetik, narkotika, psikotropika,
zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk
komplemen serta pengawasan atas keamanan

pangan dan bahan berbahaya.

a.

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan
makanan;

Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan
penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat
adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan
dan bahan berbahaya;

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk secara mikrobiologi;

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;

Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;

Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Tabel 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomot 12 Tahun 2018

Tugas Pokok Fungsi Peraturan BPOM

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasanObat dan
Makanan;

b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan
Makanan;

c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan
Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi
dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat danMakanan;

f.  pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

Melaksanakan kebijakan teknis g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
operasional di bidang pengawasan obat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
dan makanan sesuai dengan ketentuan Obat dan Makanan;

peraturan perundang-undangan h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

i pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaBadan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Makassar yang merupakan garda
terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan.Untuk itu Balai Besar
POM di Makassar selalu berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan
tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap

kesehatan.
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1.2 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM
Nomor 14 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Dan mengalami perubahan dengan adanya Peraturan BPOM Nomor 12

Tahun 2018.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014

Kepala Balai Besar POM
di Makassar
I
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Berdasarkan dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1, secara garis besar unit-

unit kerja Balai Besar POM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

J

BADAN POM

Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di
bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian
dan penilaian mutu secara mikrobiologi

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat,
pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi
kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, Terapetik,
Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumenmempunyai tugas melaksanakan
penyusunanan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi

produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.
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Bidang
Pengujian

% memberikan pelayanan teknis dan administrasi di
; ¢ lingkungan Balai Besar POM di Makassar.

Subbagian tata Usaha mempunyai tugas

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2014

Struktur Organisasi BBPOM di Makassar
berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.
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Bidang Pengujian

Bidang Pengujianmempunyai tugasmelaksanakan kebijakan operasional di bidangpengujiankimiadan
mikrobiologiObat dan Makanan.

Dalam melaksanakantugas Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunanrencanadanprogramdibidangpengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;

2. PelaksanaanpengujiankimiadanmikrobiologiObatdanMakanan;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangpengujian kimia dan mikrobiologi
Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

a. Seksi Pengujian Kimia
Seksi PengujianKimiamempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

b. Seksi Pengujian Mikrobiologi
Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obatdan
Makanan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugasmelaksanakan kebijakan operasional di bidanginspeksidan

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusiObat dan

Makanandansarana/fasilitaspelayanan kefarmasian,serta

sertifikasidanpengambilancontoh(sampling) produkObat dan Makanan.

Dalam melaksanakantugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunanrencanadanprogramdibidanginspeksidan sertifikasisarana/fasilitas produksi
dan/atau distribusi Obatdan Makanandansarana/fasilitaspelayanan kefarmasian,
sertasertifikasi dan pengambilan contoh (sampling)produk Obat dan Makanan;

2. Pelaksanaaninspeksisarana/fasilitasproduksidan/atau distribusiObat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan

Makanan;



4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat danMakanan; dan

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan
sertifikasisarana/fasilitasproduksi dan/ataudistribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi danpengambilan

contoh(sampling)produkObat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

a. Seksi Inspeksi;
Seksi Inspeksimempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau
distribusiObat dan Makanan dan sarana/fasilitaspelayanan kefarmasian,
sertapengambilancontoh(sampling) produkObatdan Makanan.

b. Seksi Sertifikasi;
SeksiSertifikasimempunyaitugasmelakukansertifikasi  sarana/fasilitas  produksi  dan/atau
distribusidan produk Obat dan Makanan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang
penindakanterhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pengawasan
Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakantugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1 Penyusunanrencanadanprogramdibidangintelijendan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pengawasanObat dan Makanan;

2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangintelijendan penyidikanterhadap
pelanggaran ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan

Makanan.
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4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi danKomunikasimempunyaitugas melaksanakan kebijakan operasional di
bidangpengelolaan komunikasi, informasi,edukasi, dan pengaduan masyarakat
sertapenyiapankoordinasipelaksanaankerjasamadi bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasidan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunanrencanadanprogramdibidangpengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan
pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

2. Pengelolaan  komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakatdi bidang
pengawasanObat dan Makanan;

3. Penyiapankoordinasipelaksanaankerjasamadibidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi,

informasi, edukasi dan pengaduan masyarakatdi bidang pengawasanObat dan Makanan

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana,
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara,teknologi
informasikomunikasi,evaluasidan  pelaporan,urusan  kepegawaian,penjaminan  mutu, tata
laksana,kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalamBagian Tata Usahamenyelenggarakan
fungsi:

Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;

Pelaksanan urusan kepegawaian;

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

Pelaksanaan urusan perlengkapan dankerumahtanggaan; dan

0 N o U R Wf

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
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Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi;

Subbagian Programdan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunanrencana, program,
anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu,tata laksana, sertapelaksanaan

pemantauan,evaluasi,danpelaporan kinerja.

b. Subbagian Umum; dan

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan,

kepegawaian, teknologi  informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun2018 dibentuk 40 Loka POM di

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Loka POM di Kota

Palopo.

Kelompok Jabatan

Fungsional

Tugas dan fungsi Loka POM sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan
sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk,
pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian, yang membedakan adalah
wilayah kerja. Cakupan pengawasan Loka POM Palopo yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu,

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur

dan Kabupaten Enrekang.
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1.3 Aspek Strategis

K/
£ %4

X/
L X4

Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan berada di tengah — tengah kepulauan Indonesia,
dengan Selat Makassar telah ditetapkan sebagai salah satu jalur pelayaran internasional,
menjadikannya sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang tidak pernah sepi
dari aktifitas perdagangan baik domestikmaupun internasional. Kondisi ini menjadi poin
penting peran Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap obat
dan makanan yang beredar. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus pengawasan
Balai Besar POM di Makassar antara lain :

Pusat perdagangan Obat dan Makanan di Wilayah Indonesia Timur

Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Selatan berdasarkan jumlah dan nilai adalah
Kosmetik Tanpa ljin Edar dan atau mengandung Bahan Berbahaya,

Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar di Sulawesi
Selatan

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan
khususnya produk kakao (berdasarkan Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan) jadi
diperlukan pengawasan terhadap kontaminasi Bahan Berbahaya sebelum diolah dengan
bersinergi dengan SKPD terkait.

Terdapat beragam jenis kuliner di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar
yang perlu diawasi keamanan, mutu produk pangan tersebut.

Kompetensi Laboratorium BBPOM di Makassar sebagai Laboratorium unggulan untuk
Pengujian Bioteknologi dan Laboratorium rujukan untuk pengujian Disolusi dan Bahan

Tambahan Pangan untuk wilayah Indonesia Timur.

1.4 Isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar tersebut di atas telah diupayakan

secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut

masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat,

antara lain:

J
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1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke wilayah Indonesia Timur termasuk di

dalamnya adalah produk illegal
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10.

11.

Banyaknya pelabuhan kecil termasuk di border area yang tidak dapat dikawal secara
intensif oleh BBPOM di Makassar dan Bea Cukai

Semakin banyak produsen peracik rumahan kosmetik Tanpa lzin Edar (TIE) dan atau
mengandung Bahan Berbahaya (BB)

Maraknya penjualan obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan TIE/ilegal dan atau
mengandung BB secara online

Rendahnya pengetahuan produsen peracik rumahan kosmetik TIE dan atau mengandung
Bahan Berbahaya (BB)

Distribusi Obat tertentu disalurkan bukan oleh sarana yang berhak atau perorangan
Proses penarikan dan pemusnahan produk tersebut kemungkinan tidak tuntas

Belum sinerginya lintas sektor terkait dalam mengawasi produk obat dan makanan
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor di kalangan remaja dan
masyarakat usia produktif

Penggunaan rokok elektrik semakin marak sementara belum ada aturan baku yang
mengatur tentang peredaran rokok elektrik

Keterbatasan jumlah peralatan pengujian utama untuk melakukan uji rujuk dan uji absah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang

dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan

pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih

optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM di

Makassar dan Loka POM di Palopo sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi

Selatan perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen

sumber daya manusia, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat

memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan yang

lebih optimal dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut,

pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan kesehatan

masyarakat.

J
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2.1Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2015-2019 telah mengacu pada Rencana
Strategis Badan POM periode 2015-2019.Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap
pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. kondisi
umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di
Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat
Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di
Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sejalan dengan visi dan misi

Badan POM.

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku
kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan
kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah

sebagai berikut:

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan
kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin dapat ditoleransi tidak
membahayakan saat digunakan pada manusia.Dapat juga diartikanbahwa khasiat/manfaat Obat dan

Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

// PALAI PESAR PENCAWAS OPAT DAN MAKANAN 12
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Daya Saing
Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar

nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

/Meningka‘rkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis
l resiko untuk melindungi masyarakat

S Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
é ‘/1 AY/ keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.

\_/—

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar
internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025
tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi
tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu
memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Makassar
mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya
dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem
manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 dan prinsip organisasi pembelajar (learning
organization).Untuk mendukung itu, maka Balai Besar POM di Makassar perlu untuk memperkuat
koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi
(knowledge sharing) dengan pemangkukepentingan lainnya.Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa
kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait pengawasan obat dan makanan baik pusat maupun

daerah.
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Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan peta strategis tersebut, Balai Besar POM di
Makassar telah menyusun sasaran kegiatan dengan mempertimbangan tantangan masa depan dan
sumber daya serta infrastuktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan yang ditetapkan mengacu pada sasaran
strategis Badan POM tahun 2015-2019 yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2018 yang
tercantum dalam Peta Strategis BSC level 0. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi sasaran

kegiatan pada peta strategis Level || BBPOM di Makassar.

Gambar 2.1
Peta Strategis BSC Level |l Balai Besar /Balai POM

PETA STRATEGI BSC LEVEL IBALAIBESAR/ BALAIPOM
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SASARAN KEGIATAN 1
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- Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan
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Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali

tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya

pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus secara komprehensif dan sistemik. Pada

seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika

terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum

merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses

yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan,
khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan
Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta
pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara terpadu,
konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di
laboratorium guna memastikan Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk
menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan
pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai
dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk
diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jikapelanggaran
masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara

hukum pidana.
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Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat
dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-
market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan

yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

4 )
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :
a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 70%
b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 93,5%.
c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target 83 %
d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target 92%
e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target 82 %
f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 90 %

- 4

SASARAN KEGIATAN 2

£ =
@)

Aoy

T *‘\? Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran
¥=Z i'/)\ '\, masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat

e

e ,& dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor,
baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat
dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib
mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka
perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan
bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku
usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
(aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulaidari proses produksi yang sesuai dengan
ketentuan.Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem

manajemen risiko secara mandiri.
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Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada
peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan
oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat)
masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih
dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya
peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar dengan kegiatan pembinaan

dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di
Makassar

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah
terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat
partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif
memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) melalui pameran, penyebaran informasi, talkshow, Car free day, pemberdayaan masyarakat,
dan advokasi. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman,diharapkan menumbuhkan sikap dan perilaku melindungi diri sendiri dari produk Obat dan

Makanan yang tidak memenuhi syarat.
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SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risikodi wilayah kerja BBPOM di
Makassar

shutterste.ck

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensifmencakup
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan
hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan
yang konsisten/ memenuhi standar, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi
masyarakat dengan optimal.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara
sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan
tugas.Pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional. Pengawasan Obat dan
Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya
apabila Balai Besar POM diMakassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena
pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di
semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasilintas sektor. Hal ini sejalan dengan

Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
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[Un‘ruk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut: \

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi
Selatan dengan target 100 %

2. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
dengan target 50 %

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan
target 65 % Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu dengan target 75 %

4. Ratio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan
dengan target 38

- v

SASARAN KEGIATAN 5

Menguatnya penegakan Hukum di Bidang Obat
danMakanandi wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam
ketahanan bangsa.Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta
berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial.Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi
hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan
untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan
di Balai Besar POM di Makassar menjadi semakin kompleks.Kejahatan tersebut saat ini telah
berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek
masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secaralangsung maupun dalam
jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosialkemasyarakatan. Hal tersebut perlu
diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM diMakassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di

bidang Obat dan Makanan.
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Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka
indikatornya adalah Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap IT dengan target 50%.

SASARAN KEGIATAN 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di
Makassar sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM

2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Makassar berupaya untuk terus
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan,
penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan
kualitas pelayanan publik. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang
berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Makassar akan meningkat.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi

masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi
landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan.Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untukmeningkatkan hasil penilaian eksternal

meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selainupaya internal, peningkatan hasil penilaian
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nasional akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan
pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan
organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal
penggerak organisasi.Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut
kemampuan Balai Besar POM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin
dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting
untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Makassar, diperlukan penguatan
kelembagaan/organisasi.Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar.Penataan tata laksana
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah nilai AKIP Balai Besar
POM di Makassar, dengan target 78 pada akhir 2018.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-

2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019

TUJUAN

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PAGU
ANGGARAN
2018 (Milyar)

Obat dan
Makanan Aman
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat dan
Daya Saing
Bangsa

Meningkatkan
sistem
pengawasan
obat dan
makanan
berbasis resiko
untuk
melindungi
masyarakat

Mendorong
kemandirian
pelaku usaha
dalam
memberikan
jaminan
keamanan obat
dan makanan
serta
memperluas
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan

Meningkatnya
Jjaminan produk
obat dan
makanan aman,
berkhasiat/
bermanfaat,
dan bermutu
dalam rangka
meningkatkan
kesehatan
masyarakat

Meningkatnya
daya saing obat
dan makanan di
pasar lokal dan
global dengan
menjamin
kemanan,
khasiat/
manfaat, dan
mutu serta
mendukung
inovasi

Terwujudnya
Obat dan
Makanan yang
aman dan
bermutu di
wilayah kerja
BBPOM di
Makassar

Meningkatnya
kepatuhan
pelaku usaha
dan kesadaran
masyarakat
terhadap
keamanan,
manfaat dan
mutu Obat dan
Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di
Makassar

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan

= Indeks .-
Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase Obat
yang Memenuhi
Syarat
Persentase Obat
Tradisional yang
Memenuhi Syarat
Persentase
Kosmetik yang
Memenuhi Syarat
Persentase
Suplemen
Kesehatan yang
Memenuhi Syarat
Persentase
Makanan yang
Memenuhi Syarat

Indeks kepatuhan
(compliance index)
pelaku usaha di
bidang Obat dan
Makanan

Indeks kesadaran
masyarakat
(awareness index)
terhadap Obat dan
Makanan aman

Indeks pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat dan
Makanan aman

aman di wilayah
kerja BBPOM di
Makassar
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Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
Balai Besar
POM di
Makassar

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis resiko
di wilayah kerja
BBPOM di
Makassar

Meningkatnya
efektivitas
penyidikan
tindak pidana
Obat dan
Makanan di
wilayah kerja
BBPOM di
Makassar
Terwujudnya
Reformasi
Birokrasi Balai
Besar POM di
Makassar
sesuai roadmap
Reformasi
Birokrasi BPOM
2015-2019

Persentase
pemenuhan
pengujian sesuai
standar
Persentase sarana
Produksi Obat dan
Makanan yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
BBPOM di
Makassar
Persentase sarana
distribusi Obat
dan Makanan yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja
BBPOM di
Makassar
Persentase
keputusan
penilaian
sertifikasi yang
diselesaikan tepat
waktu
Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
obat dan makanan
yang dilaksanakan
di wilayah kerja
BBPOM di
Makassar
Persentase perkara
yang diselesaikan
hingga tahap IT

Nilai AKIP Balai
Besar POM di
Makassar

= 0,330
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
berpedoman pada Renstra, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang
memuat kebijakan,program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan
pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator
output, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu

indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan pagu anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Balai Besar POM
di Makassar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang
meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran antara lain : output,

komponen input, jenis belanja dan kelompok belanja.

Hal lain yang masih harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar dalam rangka pencapaian
strategi organisasi dan peningkatan kinerja adalah penyusunan kontrak kinerja individu sampai
dengan pelaksana berdasarkan tugas fungsi serta IKU yang cascade dari atasan. Kontrak kinerja
untuk level organisasi di mulai sejak tahun 2015, sedangkan kontrak kinerja untuk semua pegawai
BBPOM di Makassar dimulai pada tahun 2014 hanya pada tataran pada tugas fungsi namun

belum sesuai dengan IKU level unit organisasi atau IKU yang cascade.

Penyusunan dokumen Renja oleh Badan POM, RKA oleh BBPOM di Makassar dan kontrak
kerja telah melalui tahapan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan
Badan POM. Sinergitas yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen
perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi

dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen .
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2.2.2 Perjanjian Kinerja OTKLama Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan
dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya, antara Kepala Balai Besar POM di Makassar sebagai penerima amanah dengan

Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.
2.2.3 Perjanjian Kinerja OTKBaru Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di
Makassar sebagai unit kerja Eselon Il wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar
Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 (dapat dilihat
pada lampiran 2). Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagaiwujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :

2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasidan
pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi);

4. untukmelakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

5. penetapan sasaran kerja pegawai.
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Tabel 2.2 PERTANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO SASARAN KEGIATAN ‘ INDIKATOR KINERJA TARGET
PETA STRATEGI (OTK Baru)
1 |Terwujudnya Obat dan Makanan yang Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi di wilayah kerja BBPOM di Makassar 70
Selatan
Persentase Obat yang Memenuhi 935
Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan ‘
Persentase Obat Tradisional yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi 83
Selatan
Persentase Kosmetik yang Memenuhi 92
Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan
Persentase Suplemen Kesehatan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi 82
Selatan
Persentase Makanan yang Memenuhi 9
Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan
2 |Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Tndeks kepatuhan (complianee index)
dan kesadaran masyarakat terhadap .
pelaku usaha di bidang Obat dan
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di _ wilayah kerja BBPOM di 60
Makanan di wilayah kerja BBPOM di
Makassar
Makassar
3 |Meningkatnya pengetahuan masyarakat|  Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman dif  terhadap Obat dan Makanan aman di 60
wilayah kerja BBPOM di Makassar wilayah kerja BBPOM di Makassar
4 |Meningkatnya efektivitas pengawasan Persentase pemenuhan pengujian sesuai
Obat dan Makanan berbasis risiko di standar di Provinsi Sulawesi Selatan 100
Provinsi Sulawesi Selatan -
Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di 50
wilayah kerja BBPOM di Makassar
Persentase sarana distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan di  wilayah kerja 65
BBPOM di Makassar
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat 75
waktu di Provinsi Sulawesi Selatan
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
Obat dan Makanan yang dilaksanakan di 38
wilayah kerja BBPOM di Makassar
5 |Meningkatnya efektivitas penyidikan Persentase perkara yang diselesaikan
tindak pidana Obat dan Makanan di hingga tahap IT di wilayah kerja 50
wilayah kerja BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar
6 |Terwujudnya RB BBPOM di Makassar Nilai AKIP BBPOM di Makassar 78
sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar : Rp. 57.553.452.000,-
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Tabel 2.3 PERTANJTIAN KINERJA TAHUN 2018 (OTK Lama)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)

1 |Meningkatnya kualitas sampling Jumlah sampel yang diuji 4307
dan pengujian terhadap produk menggunakan parameter kritis
obat dan makanan yang beredar

2 [Meningkatnya kualitas sarana Persentase cakupan pengawasan 15.3
produksi yang memenuhi sarana produksi Obat dan
standar Makanan

3 |Meningkatnya kualitas sarana Persentase cakupan pengawasan 31.68
distribusi yang memenuhi sarana distribusi Obat dan
standar Makanan

4 |Meningkatnya hasil tindaklanjut |  Jumlah perkara di bidang Obat 14
penyidikan terhadap dan Makanan
Pelanggaran Obat dan Makanan

5 |Pengadaan Sarana dan Persentase pemenuhan sarana 86
Prasarana yang terkait dan prasarana sesuai standar
Pengawasan Obat dan Makanan

6 |Penyusunan Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, 10
Penganggaran, Keuangan dan penganggaran, dan evaluasi
Evaluasi yang dilaporkan tepat yang dilaporkan tepat waktu
waktu

7 |Meningkatnya kerjasama Jumlah layanan public 820
komunikasi, informasi dan BB/BPOM
edukasi Jumlah Komunitas yang 24

diberdayakan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar : Rp. 57.553.452.000,-

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja

yang direncanakan pada tahun berjalan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan

maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
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1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan

rumus di bawah.

% Capaian =

Realisasi

x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus

di bawah.

% Capaian =

( 100% - Realisasi )
( 100% - Target )

x 100%

Kriteria penilaian Capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria
Memuaskan
Baik
Cukup

Kurang

Capaian Target Indikator

100% < x < 125%

100%

75% < x <100%

Tidak dapat disimpulkan
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4. Pea/\,wcuqs

4.1. Kesimpulan

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Makassar Tahun
2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi
melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan

sepenuhnya mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi
yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2018 dapat dicapai secara maksimal. Capaian
kinerja organisasi sesuai 6 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "TerwujudnyaObatdanMakanan yang amandanbermutu di

Provinsi Sulawesi Selatan ", Nilai Pencapaian Sasaran 108,50 %, dengan kriteria
memuaskan

2. Sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan
pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat", Nilai Pencapaian Sasaran 98,72
%, dengan kriteria cukup

3. Sasaran strategis "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan

Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar ", Nilai Pencapaian Sasaran

115,43 %, dengan kriteria memuaskan



Sasaranstrategis“ Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan “, Nilai pencapaian 100,48 % dengan
criteria memuaskan

Sasaran strategis“ Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar “, Nila pencapaian sasaran 128,56
% dengan criteria tidak dapat disimpulkan

Sasaran strategis “ Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM
2015 - 2019 “,Nilai pencapaian sasaran 94,58 % dengan criteria cukup

Realisasi anggaran pada tahun 2018 berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan diperoleh

kesimpulan bahwa dari 15 kegiatan pendukung yang dilaksanakan, semua kegiatan

memperlihatkan nilai efisiensi yang positif. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di

Makassar adalah 88,22% yaitu sebesar Rp50,618,525,526.00 dari total Pagu DIPA sebesar

Rp57,380,795,000.00

4.1. Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja 2018

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan

upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di

Makassar untuk masa mendatang :

1.

Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan konsisten agar pelaksanaan
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara
efisien.

Melakukan peningkatan pengawasan pada produk obat dan makanan yang tidak
memenubhi syarat

Melakukan review dan penyesuaian target pada Renstra maupun dokumen
perencanaan lainnya untuk tahun 2019-2020 berdasarkan hasil yang diperoleh

pada tahun 2018.



4.

Melakukan perencanaan tindak lanjut terhadap pencapaian sampel selesai uji

tepat waktu

Rencana Perbaiakan

Pengetahuan terhadap seluruh Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan masih
dalam rentang cukup baik, sehingga untuk meningkatkan nilai indeks di tahun
depan, Badan POM harus berupaya lebih keras dan bersinergi dengan bagian
hubungan masyarakat untuk lebih mendorong awareness masyarakat terkait
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dengan obat dan makanan.
Untuk meningkatkan pengetahuan terkait izin edar, BPOM perlu menyeragamkan
semua kode izin edar produk obat dan makanan yang ada di pasaran.
Penyeragaman kode izin edar dapat dilakukan dengan menambahkan kata ‘BPOM’
sebelum nomor registrasi BPOM.

Penyuluhan dan sosialisasi terkait obat dan makanan dapat menjadi metode yang
efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait obat
dan makanan. Lokasi sosialisasi/penyuluhan dapat diprioritaskan di regional Maluku
& Papua, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan usia
yang semakin dewasa.

Upaya untuk mendorong awareness masyarakat terhadap jenis-jenis obat dan
makanan dan produk berbahaya yang beredar di pasaran dapat dilakukan melalui
penyebaran informasi di media konvensional seperti televisi, billboard, dll.

Media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dapat menjadi
alternatif penyebaran informasi yang cukup efektif. Pengemasan informasi, berita,
maupun iklan di media sosial perlu diperhatikan. Penggunaan infografis dapat
menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau

mempelajari lebih lanjut obat dan makanan.



LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI Makassar TAHUN 2015-2017 (OTK Lama)
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI Makassar 2015-2019

Target Alokasi (dalam Miliar Rupiah i
Program/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Lokasi & ( piah) or l:llrlnlitsasi
Kegiatan (Output)/Indikator 2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017 8
Pelaksana
Balai Besar POM di Makassar
ss1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan < 43 < 768 6345 BBPOM di
Makanan Makassar
1.1. |Persentase obat yang memenuhi syarat :;)avt';: Sulawesi 92.00 92.50 93.00
12, Persentase obat Tradisional yang memenuhi Provinsi Sulawesi 20.00 81,00 82,00
syarat Selatan
1.3. |Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat :;)avt';: Sulawesi 89.00 90.00 91.00
14, Persentastle Suplemen Kesehatan yang Provinsi Sulawesi 29.00 20.00 81,00
memenuhi syarat Selatan
1.5. [Persentase makanan yang memenubhi syarat :;)avt';: Sulawesi 80.00 80.00 81.00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, BBPOM di
SS 2 |kemitraan dengan pemangku kepentingan, 1.850 1.870 1.930 Makassar
dan partisipasi masyarakat
2.1. |Tingkat Kepuasan Masyarakat :;?:t':: Sulawesi 65.00 65.00 70.00
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan brovinsi Sul )
2.2. |Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi rovinstsulawes! 3.00 3.00 4.00

anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan

Makanan

Selatan




T. t Alokasi (dalam Miliar Rupiah i
Program/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Lokasi arge okasi (dalam Miliar Rupiah) or l:llrlllitsasi
Kegiatan (Output)/Indikator 2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017 8
Pelaksana
Meningkatnya kualitas kapasitas BBPOM di
53 kelembagaan BBPOM di Makassar 25431 27.974 30772 Makassar
3.1. [Nilai SAKIP BBPOM di Makassar Provinsi B A A
Jawa Timur
Program Pengawasan Obat dan Makanan
sp1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan 524 577 6.35 BBPOM di
Makanan Makassar
1.1. |Persentase obat yang memenuhi syarat ::avti_:si Sulawesi 92.00 92.50 93.00
1.2, Persentase obat Tradisional yang memenuhi Provinsi Sulawesi 80,00 81.00 82,00
syarat Selatan
1.3. |Persentase Kosmetik yang memenubhi syarat :;T:ti:: sulawesi 89.00 90.00 91.00
14, Persentastle Suplemen Kesehatan yang Provinsi Sulawesi 29.00 20,00 81,00
memenuhi syarat Selatan
1.5. [Persentase makanan yang memenubhi syarat ::avt';: Sulawesi 80.00 80.00 81.00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, BBPOM di
SP 2 (kemitraan dengan pemangku kepentingan, 1.85 1.87 1.93 Makassar
dan partisipasi masyarakat
2.1. |Tingkat Kepuasan Masyarakat :;T:ti:: sulawesi 65.00 65.00 70.00
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan brovins Sulawesi
2.2. |Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi S::t':: vawest 3 3 4
anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatnya kualitas kapasitas BBPOM di
SP3 25.43 27.97 30.77
kelembagaan BBPOM di Makassar Makassar
3.1. |Nilai SAKIP BBPOM di Makassar provinsi Sulawes B A A

Selatan




Target Alokasi (dalam Miliar Rupiah i
Program/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Lokasi g ( piah) or l:llrlnlitsasi
Kegiatan (Output)/Indikator 2015 | 2016 | 2017 2015 2016 2017 8
Pelaksana
Kegiatan P Obat dan Mak: di Balai B POM di i
egiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar i 3252 3561 39.05 BBPOM di
Makassar Makassar
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di
seluruh Indonesia

Jumlah samp(.el.yang diuji menggunakan Provinsi Sulawesi 4,300 4300 4,300

parameter kritis Selatan

Pemenuhan- target sampling produk Obat di Provinsi Sulawesi 100 100 100

sektor publik (IFK) Selatan

Persenta_se cakupan pengawasan sarana Provinsi Sulawesi 13.39 14.03 1467

produksi Obat dan Makanan Selatan

Pferse.nta.se cakupan pengawasan sarana Provinsi Sulawesi 3077 3108 3138

distribusi Obat dan Makanan Selatan

Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan |Provinsi Sulawesi 1 1 1

makanan Selatan

Jumlah layanan publik BB/BPOM :;?:ti:: sulawesi 678 678 746

. . Provinsi Sul i

Jumlah Komunitas yang diberdayakan S;?:t':: uawest 22 23 23

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, |ProvinsiSulawesi a1 - "

dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu Selatan

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai|Provinsi Sulawesi 10 9 10

standar

Selatan
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